HKEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINGI JAWA BARAT
NOMOR 650 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH UNGGULAN AR-RIDHO KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
HEPALA EANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSTI JAWA BARAT,

Menimbang : & bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang
bermutu, perfu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi
berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesoal dengan
atandar nasional pendidilcan;

b. bahwa Madrasah scbagnlmana tércantum dalam keputusan ind telab
memenuhi  persyaratan administratif, tchnis dan  kelayakan
sebagalmana mestinya sesual dengan hasll visitasl dan verifikasl Tim
Penilsi, Surat Rekomendesi Kepaln Kentor HRementerian Aguma
Kabupaten Bogor Nomor 14860/KK.10.01/PP.04/12/2016 tangsal 26
Oktober 2016 dan Nota Dinaz Pertimbangan Kepala Bidang Pendidiloan
Madrasah Nomor DOGG/ND/SIPM /2017 tanggal 5 Juni 2017 schingga
lmynk diberfkan kzln operasional;

¢, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huraf
a dan huraf b perlu menetapkan Keputuszan Hepala Kantor Wilayah
Kementerian Agoma Provins! Jawa Bamat tentang Pemberian [x=n
Operanional Madrasah Ibtidaiyah Unggulan Ar-Rldho Kabupaten Bogor;

[ o]

. Undang-Undang Namor 20 Tahun 2003 tentang Sistermn Pendidikan
Mastonal (Lembamn Negarm Republik Indonesia Tabun 3003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negira Republik Indonesin Nomor 4301

2, Undang-Undang Nomor 14 Tabun 2005 tentang Gura dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahin 2005 Nomaor 157,
Tambahan Lembarnn Negurn Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Naslonal
Pendidikan (Lembaran Negamm Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Nepgaora Republik Indonesia Nomor 4496)
schoguimana telah beberapa kall diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomaor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedum Atas
Peraturan Pemeriniah Nomar 19 Tahun 2005 teatang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5670);

4. Peraturan Pemerintah- Nomer 47 Tahun 2008 tentang Wajlh Belajor
Pendidikan Dasar [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
4563);

5 Pernturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan (Lembaran Negarm Republik Indonesia Tohon 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negora Republik Indonesia Nomor 4864);

Mengingat



1

11.

12.

13.

4

. Peratuzan Pemeorintah Nomor 74 Tahun 2008 tencang Gum [Lembaran

Kegars Republk [ndonesiz Tahon 2008 Nemoe 194, Tambahan
[mhbatan Negaro Republik Indanesia Nomor 484 1);

. Peraturan Pemeriotah Memoer 17 Tahun 2010 tentang Penpelolsan dan

Penyelengpgorann Pendidikan (Lembaran Regara Bepuldik  [ndenesia
Tohun 2010 Namar 23, Tambahan Lembaran Negara Eepublik [ndonczia
Momaor 51503 sehegaimana telah diubah dengan Pernturan Pemecintal
Momoar 66 Tahan 2010 wentang Pembahan Atas Pereturan Pemenntak
Momor 17T Tabun 2010 leatlang Peagelelaan dan Penpelenggarsan
Pendidikan [Lembaran Nepgara Republik [ndopesia Tabon 2000 Nomar
112, Tambahan Lembaman Negara Repoblik Indonesia Bomor 5157};

Peraturan Presiden Komor 83 Tahuo 2015 tontang Bomenterian Agama
(Lembaran Negara Bepublik Indomesio Tahon 2015 Momae 168);

Peraturen Mentert Pendidikan Nasional Nomer 24 Tahun 2007 Standar
Sarana don Prascrana Untuk Sekolah Dasar ) Madrasah  [hiidaiveh,
Sekolah  Mensngah  Perrama/Madmesah  Tsonessyoh, dan Seholah
Menengah Alas/ Madrasah Allyaly;

Peratuman Menteri Pendedilian Nasionazl Nemer LS Tadun 2010 leofang
Standar Pelmyapnan Mimimal  Perdidilan di Eabupaten/Eots
gebagaintana tolah dinkah menjadi Peramuran Menteri Pendidikan dan
Eebudayaan Nomor 23 Talun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendidiken Nasicnal Nomar 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelpymnan  Minimal Pendidiken di Kabupaten/Eola |[Berita HNegara
Hepublik Indoneads, Tahun 2013 Nomar 461);

Peretuman Menteri Agama Nomer 2 Tabun 2008 (enlang Standar
Kompotenal Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan
Bahasa Arab di Madrasah (Berlta Negara Repnblilc Indonesia Tohun
2008 Nomar 11);

Peraluran Mentert Apama Momor 2 Tehun 2012 tentang Pengnws
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Apama [slam pada Sexolah (Berita
Megara Republile Indanesia Tahun 2012 Nomor 206} sebagaimana telah
dimbal denfan Peratuaran Manten Agema Nomor 31 Tahun 2013 teatang
Porubalisn Atas Peraturan Menterd Agama Nomer 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madoa=ah dan Penpawas Peadicikan Apama 1zlam pada
Z=linlnh [Berita Megarn Republik Indonesin Tabuin 2013 Nomor 654},

Peraturan Menlesi Agama Nomor 13 Takun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Verlikal Kementcrian Agama (Berltg Negara Repnblik
Indanesia Tehun 2012 Nomazr 851);

Peraturasn Menteri  Agama  MNomor 90 Tabun 2013 tentang
Peny=lenggaran Pendidibmn Madrasah [Berila Negara Republi Indanasls
Tamin 2013 Momor 1383 sehpgrimonn telah beberapa kali dinbah
terakitly desgen Peraturen Menten Agame Momor 66 Tehun 2016
tentang Perubahan Kedus Alas Peratiran Menteol Agama Nomor 90
Tahun 213 tentang Penyelengearmen Pendidiken Madrasals [Serita
Hepara BEepublike indaneala Takor 2016 Noamar 2101];

Peraturan Menteri Agama Namar 42 Tohon 3016 tentang Organisasi dan
Tata Korja Hementerian Apama [Berita Negara Repuhlik Indanesin Tahun
2016 Momor 1495];



Menetapkan

KESATO

KEDUA

KETICGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSHAN :

REEFUTUSAN EEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRABAH IETIDAIYAH UNGGULAN AR-RIDHO HKABUOPATEN
BOGORE.

Memberikon  i=n operasional  madrasah o kepada  Madrasah

gcbagaimans tercaniuom dalam Lampiran vang merupakan bagian

ticddak terpisohikan dam Keptosen imi,

Seteloh jangka waktn ¥ tahun, Kepala Madrasah yang bersangkatan

we i

A Meonyampaikan laporan periembangen Fadmeah kepoade Xepals

Kantor Kementerian Agama vang memuat peling  sedikit
pergembangan jumlal pescria didik, pelakssnean korikalum,
pelokzanoen  pemenuhan stander SErANE  prasprana, dan
pelaksangan  pemenvhan  stander  pendidik dan tenags
kependidilean; dan fatan

b. Menpmiukcan pendafioran visitasi akreditasi sekolah fmadrasab
kepada BAP-3/M  sceual keteoluan  peraluran peroodasg-
undangan.

Dalam hal perkembangan Madrasah sehagrimana dimaksud dalem
Dkt KEDUA huraf a dinflal meroeruhl standsr  pelavanzan
minimal penyelenggammen pendidikan danfsteu hesil skredites:
ascbagslmana dimaksud Diktum KEDUS hueaf b roendapal peringkal
minimael €, maka ixin operasional sehagaimrna dimeksud dalam
Diktvim KESATU felap berlaku.

Datam hal perkembangsn Madrasal scbagaimans dimaksoed dalam
Dikivm EKEDUA huruf o dinilei memenuhi stander pelayanan
minimal ponyelengparsan peodidiken dasfatau basd akreditasi
sebagrimona dimeksud Dikhom KEDUA huraf & tidak mendapat

peringxat mindmeal O, maka zin operasional schagaimana dimakesud
dalam Dikvam KESATH dicrbut.

Keputusan ini mualai berlalo: pada tangaml ditetaplkan,

Ditetapxan oi Bandurmg
pada mnggal 9 Juni 2017

w, HEPALA HANTOR WILAYAH
“KEMENTERIAN AGAMA
ROVINSI JAWA BARAT



LAMPTRAN

HEPUTUSAN HEPALA KANTOR WILAYAH
HEMENTERIAN AGAMA PROVINGSI JAWA BARAT
NOMOR 660 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAITAH UNGGULAN AR-RIDHO
HABUPATEN BOGOR

IDENTITAS MADRABAH

Mema Madra=ah

Momaor Statlatik Madragak

T T BT T Sl

Madragah Istidalyah Ungealan Ar-Fidie

111232010630

fAlemar Madrasah

Kp. Tajur Halang RT 04 RW 03
Desa/Kelurohan Tajur Halang
Eecamaelun Tajur Halang
Kabupaten Hopor

PR Al Bt}

Mama Organigsal Penyelengeara

e = T 4 i

Yayasan Al-Hanidiyyah

Axle Notarls Orpanisasi

Penyelenggars

Khomief 5. H,M.Kn

Wo. 17 Tangeal & Jasnar 2010

Prngezahen Alte Mararis (rganiaasi

Henyrenggars

AHU-000,1337.4AH.0L,12. Talwae 2016

Tanpgal 11 Januard 20146

far—

EEFALA HANTOR WILAYAH
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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 650 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

MADRASAH IBTIDAIYAH UNGGULAN AR-RIDHO KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang
bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi
berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan
standar nasional pendidikan;

. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam keputusan ini telah

memenuhi  persyaratan administratif, teknis dan kelayakan
sebagaimana mestinya sesuai dengan hasil visitasi dan verifikasi Tim
Penilai, Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bogor Nomor 14860/KK.10.01/PP.04/12/2016 tanggal 26
Oktober 2016 dan Nota Dinas Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan
Madrasah Nomor 0006/ND/IPM /2017 tanggal 5 Juni 2017 sehingga
layak diberikan izin operasional;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin
Operasional Madrasah Ibtidaiyah Unggulan Ar-Ridho Kabupaten Bogor;

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4863);

. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);



10.

11.

12,

13.

14.

15

(s

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar

Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah,
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar
Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan
Bahasa Arab di Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 11);

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada
Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1495);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH UNGGULAN AR-RIDHO KABUPATEN
BOGOR.

Memberikan izin operasional madrasah kepada Madrasah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Setelah jangka waktu 7 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan
wajib:

a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala
Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit
perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum,
pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan
pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga
kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah
kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan
minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat
minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan
minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat
peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Juni 2017

.. . KEPALA KANTOR WILAYAH
”KEMENTERIAN AGAMA

f h\nrﬂ“q’




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 650 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH UNGGULAN AR-RIDHO
KABUPATEN BOGOR

IDENTITAS MADRASAH

Nama Madrasah

Madrasah Ibtidaiyah Unggulan Ar-Ridho

Nomor Statistik Madrasah

111232010630

Alamat Madrasah

Kp. Tajur Halang RT 04 RW 03
Desa/Kelurahan Tajur Halang
Kecamatan Tajur Halang
Kabupaten Bogor

Provinsi Jawa Barat

Nama Organisasi Penyelenggara

Yayasan Al-Hamidiyyah

Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

Khanief,S.H,M.Kn
No. 17 Tanggal 5 Januari 2016

Pengesahan Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

AHU-000.1337.AH.01.12.Tahun 2016

Tanggal 11 Januari 2016

AA. BUCH

KEPALA KANTOR WILAYAH
‘KEMENTERIAN AGAMA
,{’ROVINSI JAWA BARAT




